
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas

akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan

pembakuan dan penyamaan format Penerapan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

bahwa perlu dilaksanakan pengembangan Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP),

untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas yang Memimpin Perubalan, Berbudaya Keia,

Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel;

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurul a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan

Sistem Akuntabilitas Kineia Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintal Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat ll dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

la2rl;

b.

c.

Mengingat : 1.



c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (lrmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha-n kmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (l€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2c/C,6 Nomor 25, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahal l€mbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tent€ng Perangkat Daerah

(I.€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan tembaral Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahaa Ijmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041;

4.

5.
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7.

8.

9.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lcmbaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2014

Nomor 8O);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunasn Apamtur

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2O07 tentang

Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja Utama

di Lingkungnn Instansi Pemerintah;

Peratrran Menteri Pendayagtmaan Aparatur Neggra

dan Reformasi Birolcasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2Ol4 Tentang Petunjuk Teknis Ferjanjisn

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Rcviu Atas

Laporan Kinerja Inetansi fbmerintah;

Peratu.ran Daerah Nomor 1O Tahun 2016 teartang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

tGbupaten Musi Rawae (trmbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSTAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM

AKUNTABILITAS KINER,JA INSTANSI PEMERIMAH DI

UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI

RAWAS

BAB I
KETE}TTUAN UMUM

Pasd 1

D'tar Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcdtgan:

1. Ikbupaten adalah Kabupatcn Musi Rawas.

2. Pemerintah Ikbupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Sekretaris Daerah adalah S€Msris
Kabupaten Musi Rawas.

Menetapkan :

Daerah
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5. Badan Per€ncanaan Pembangunan Daerah, yang

selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Baden Pengelola fGuanggn Dan Aset Daerah, yang

selanjutnya disinglet BPKAD adalah Badan Fengelola

Keusnggn dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas'

lnspektorat Daerah adaLah Inspelftorat KabuPaten

Musi Rawas.

S. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

9. Perangkat Daerah, 5rang selanjutnya disingkat PD

adalah Ferangt<at Daerah di t ingkungan Femcrintah

Kabupaten Musi Rawas.

10. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat

IKU adalah Indikator Kinerja Utama di lingkungan

Pemerintah Ikbupa.ten Musi Rawas.

11. Pohon Kinerja adalah Pohon Kinerja pada Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas.

12. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Femerinteh, yang

selanjutn5ra disingkat SAKIP adalah instrumen yang

digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggqlawabkan keberhasilan

dan lrcgagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri

atas berbagai komponen yang merupal<an suatu

kesatuan lraitu perencana,an stratejik' perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

13. Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstta

adalah suatu dokumcn perencanaan yang berorientasi

pada hasil yang insn dicapa.i sehubungan dengan

tugas dan fungsi PD.

4

PARAI KOORDINASI

xrBrcHUru l/l'''

PARAF I(OORDINASI



16.

t7.

14. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau

program yang telah atau hendak dicapei sehubungan

denggn penggunasn anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur.

15. Laporan Capaian Kinerja adalah laporan CaPaian

Kinerja yang menjelaslten Capaian Kinerja yang ada

dslan Perjanjian Kinerja yang dilaPorkan setiap

triwulan.

Iaporan Kinerja adalah dokumen yang bcrisi gambaran

perwujudan akuntabilitas kineda PD, yang disusun

dan disampaikan secara sistematik dan melembaga'

Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah Seluruh Unsur

datam Pemerintah Kabupatcn Musi Rawas'

BAB II

PENERAPAN SAKIP

Pasd 2

(f) Fencrapan SAKIP di lingkungan Femcrintah lkbupat"n

Musi Rawas berpedoman pada Peraturan Bupati ini;

(2) Setiap Pimpinan PD dalam penyusunan Indikator

Kinerja Utama PD wajib mempedomani Feraturan

Bupati ini;

(3) Fetunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama

PD sebagaimana ,rirnFksud pada rvat (1), scbsgaimsna

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IU

PENCAPAIAN TARGEf, SAIqP

Bagian KeBahr

Per€ncanaan

Pasal 3

(l) Dalao pcrencanaan Bappcda rajib ;

a. menerapkan s€rta meEantau anggaran Pemerintah

Daerah heruE berbasis Kinerja;
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b. menagih s€rta mensyaiatkan seluruh PD untuk

mempertanggungiawabkan kinerja atau hasilnlra

terlebih dahulu termasuk janji kinerja atau ortome

yang trlum terwujud sebelum mengajukan

anggamn;

c. memastikan scluruh PD untuk dapat merumuskan

Kinerja Utam.nya (indikator dan targst) dengan

Penganggarannya;
d. secara berkala mel,akuka'r evaluasi Program untuk

memastikan teGedianya jawaban yang terukur atag

keberhasilan program-pmgram prioritas atau

unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkew{iban

menindaklanjuti hasil evaluasi tcrEtbut;

e. menginventarisir kcberhasilan nrauprln kurang

berhasilnya suatu program sccara nyata dan

tsrukur;
f. target perubahan, terutama unfuk rnenjawab

perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi

sclama dan diaLhir periode Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah; dan

g. memaBtikan, m€mantau, mcngevaluasi, dan

mengoordinir agar Nilai KomPonen Ferencsnaan

pada SAKIP Pemerintah Daerah aelalu meningkaL

(2) Bappeda dafam melaksanakan kewajibannya

scbagaimana dimeksud pada ayet (1) berkoordinasi

dengan BPKAD untuk mengintegrasikan sistem

perencanaan dan penganggaran untuk PD agar tidak

melakukan pcnginputan yang berulang'

Passl 4

Pimpinan PD wajib:

a. socara lanSgung merrantau dan mengkoordinir scrta

memaatikan bahwa pcrencalaan PD yang dipimpianya

telah berbesis kinerja;

PAMT I(OORDINASI
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mereviu dan menyemlrurnakan Ren$tra PD masing-

masing dengan memastikan keselarasannya dengan

RPJMD dsn melengkaPi target-target kinerja terukur

baik jangha menengah maupun dalam janska tahunan;

dan

menl,/usun rencana aksi di awal tshun dan menyusun

Iaporan Kinerja Secara Bcrkala Per Triwulan Tahun

Berjalan dan mel,aPorlen kepada BaPpeda, Inspelftorat

Daerah serta Sekretaris Daerah melalui Bagian

Organisasi

BaAidr Kedua

Pengukuan Kinerja

Pasal 5

DaIarE Fengukuran Kincrja, Sckrttaris Dacrah mclalui

Bagian Orgenisasi waiib:

a- mernastikan keters€diasn Pedanjian Kinerja dan

bcrkomitmen pada ldnerja atau hasil (bukan kerja);

b. menrsstikan ketersediaan Perjanjian Kinerja mulai dari

Pimpinan, Eselon II, Es€lon III, dan Es€lon ry hingga

"ngLatan paling rendah serta memastikan ukuran

kinerja tersebut scl,aras dengan Indikator Kinerja Utama

dan Targ€t Kinerja Orgenisasi;

c. memastikafl kriteria Kinerja dengan ketentuan

memenuhi Erarat-syarat sebagai berikut:

1) spesi6k;

2) dapet diukur;

3) dapat dicapai;

4) relevan; dan

5) memitiki batasan sslrtu.

d. memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu

dilakukan monitorinS, mengukur, menagih dan

menyimpulkan kinerja scbagaimana yang disepakati

pada tiap tingkstafl pada tahap Periode tertentu.
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Pasal 6

(U Dalam Pengukuran Kincrja Pimpinan PD wqiib:

a. memastikan indikator-indikator yang termuat dalam

Perjanjian Kinerja Pejabat-Pejabat dibawaturya saling

berkaitan, berjenjang, dan sceuai dengan tugas

pokok dan fungsi serta syarat-sryarat scbagBimana

dimaksud dals"' Pasal 4 huruf c;

b. memonitoring, mengukr.rr, mcnagih, dan

menyimpulkan capaian kinerja scbagaimana ysng

t€rmuat dalam Perjanjian Kinerja yang telah

disepaf<ati pada tiap tingkatan pada talnp periode

tertentq dan

c. memaatikan pengawasan berjenjang terhadap

capaisn kinerja telah berjalan dengan efeltif.

(2) S€luruh PD agar membudayekan pembcrian

penghargBAn |eurud) at:nt Pengakuan (nqnaion)

kepada scluruh entitas yang bcrada psda PD tersebut

berda:nrkan pencapaian kinerjanya, bukan pada tingkat

kehadiran scmata.

(3) Pimpinan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara berkala mengawasi capaian kinerja pada lwel

bawahan hingga jenjang Eselon ry s€rta melaporkan

Iaporan Pengukuran Kinerja tiap triv/ulan dan laporan

Fengukuran Kinerja Tahunan pada akhir tahtm

angaran kepada Bappeda dan Sekretaris Daerah

melalui Bagian organisasi.

(4) Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja PD scbagaimana

tercantum dalam Lsmpiran II yang merupakan bqaian

tidak terpisahkan dari Peraturan BuPati ini.

Bagian lGtiga

Evaluasi Kinerja

Pasal 7

(1) Inspcldorat dalam melaksanakan Evaluasi Kincrja

wajib:

a

PA&{F KOORDINASI

,oor*rlft''



menjaga dan meninglat&an kualitas evaluasi

Akuntabilitas agar lebih menggsmbarkan tingkat

Akuntabilitas PD yana diwaluasi;

memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut dan

ditindaklanjuti s€rta dimanfaatkan sebagai umpan

W* $aAaa$ perbaikan perencanaan kinerja,

pcnerapan f,rsndemen kinerja dan peningkatan

capaian kinerja PD secara berkelanjutar dengan

mcndokumentasikan progr6 terscbut dalsm scbuah

laporan dan melaporkarurya kepada Bupeti dan

Seketaris Daerah melalui Bagian Organisasi;

c. membentuk Tpna Int€gritas; dan

d. memastikan, memantau, mengevaluasi, kualitas

riviu dan evaluasi kinerja penerapan SAKIP

Pcmcrintah Daerah sclalu mcningkat.

(2) Dalam memhntuk Zona lntegritas sebagaimana

dimeksud pada ayat (1) huruf c, lnspcldorat dapat

membcntuk Tim yang tugas dan keanggotaannya

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pimpinan PD wajib mclakeanakan evaluasi intcmal pada PD

masing- maBinS terkait perencanaan, pengukura[,

pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara

bcrkala dan mendokumentasikannya.

Bagian

PelaPoran Kinerja

Pasal 9

Sckdaris Dacrah melalui Bagian Organisasi wajib

memastikar, memantau, mengwaluasi, dan mengloordinir

agB! Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP

Pemcrintah Daerah sclalu meningkat.

PARAF TOORDI AST
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Pasal 10

(f) Pirnpinan PD dalam Felaporan Kinerja wajib:

a. melaporkan secara tertib Laporan Capaian Kinerja

berdasarkan perjanjian kinerja hingB ke Eselon IV

setiap tiurulan kepada Scketaris Daerah melalui

Bagian Organisasi;

b. memastikan bahwa Informasi Kinerja dalam Laporan

Xinerja telah mensgapbarkan Kinerja Utama se$.rai

tingkatnya;

c. memaatikan bahwa La.poran Kinerja PD yang

e.

dipimpinnya telah menyqiilon Informasi pcncapaian

sasaran Srang berorientasi outcome ;

memastikan bahwa Laporan Kinerja PD yang

dipimpinnya menyajikan Informasi mengenai kinerja

yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerjai

memastikan bahwa Laporan Kinerja PD yang

dipimpinnya telah menyajikan evaluasi dan analisis

mengenai caPeian kinerjanYa;

memastikan bahwa Le,poran Kinerja PD yang

dipimpinnya telah menyajikan pembandingan data

kherja yang memadai dan memuat Pembandingan

B€bagai berikut:

l) realisasi tahun ini dcngan realisasi tahun

scbelumnya;

2) tsrlet versus realisasi;

3) realisai sampei dengan tahun berjalan vereus

Target Jangka Menengah;

4) r€slisai sampai dengan tahun berjalan versus

St€ndar Nasional/Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMI9; dan

5) realisasi atau capaian organisasi/Instansi

dibanding dengan Realisasi atau capaian

organiEasi/Instansi sejenis lrang setara atau

scketras.

d.
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l.

meEastikan bahwa laporan Kinerja PD tclah

menyajikan Informasi Keuangan yang terkait dengan

pencapaian kinerja;

mema6tikan bahwa Informasi yang disajikan dalsm

I-aporan Kinerja PD dapat diandalkan;

memastikan bahwa Informasi terkait data{ata

t tget realisasi dalam Laporan Kinerja herus

memenuhi syarat-syarat scbagai berikut:

1) valid;

2) dapat ditelNuri ke sumb€r data;

3) diperoleh dari oumber yang komp€ten;

4) dapat diverifrkaei; dan

5) koNisten.

memastikan bahwa Informasi di dalam laPoran

Kinerja digunakan.talern p€rbaikan perencanaan;

k. memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan

Kinerja digunalqn untuk menil,ai dan memperbaiki

Pelaksanaan Program dan Kegiatan organisasi;

l. mernastikan bahwa Informasi di dalam Laporan

Kinerja digunakan untuk Peningkatar Kinerja; dan

m. memaatikan bahwa Informasi di dalsm Iaporar

Kinerja digunakan unhrk Fenilaian Kinerja.

Petunjuk Teknis Pelaporan Kincda PD dan Petunjuk

Teknis Penyusunan Ferjanjian Kinerja PD sebagaimana

tercantum dalam lampiran m dan L€mpiran IV yang

merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Feraturan

Bupeti ini.



BAB TV

KETENTUAN PENUTI'P

Pasal 11

Fcraturan Bupati ini unrtai bcrlalnr pada tanSSal

diundangkaa.

Agar Bctiap orang mengetahuinya, Eemerintahkan

Feraturan Bupeti ini dengan

penempatannya dalern Berita Dacrah l(abupatcn Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beuti,

,?8 M.r
RAWAS,

Diundanglan di Muera Bcliti

paala tanegd, ?, M4' 2o2o

SEKRETARIS DAERAH

KABI,'PATEN MUSI RAWAS,

I orsxoops,
a
\
BERITA DAERAII KABUPATEN MUSI RAWAS TAHTJN 2O2O NOMOR .:h.
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 3, TAHUN 2O2O

TENTANG: PENERAPAN SISTEM

AKUNTABI LITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DI L!NGKUNGAN

MUSI

PEMERINTAH

KABUPATEN

RAWAS

PE?I'f,JI'II TEXf,IS PEf,YUAI.,f,AIT If,DIKATOR XIf,ERT'rl UfAXA PD

Pengertian Kinerja Utama dan IKU

Kinerja Utama merupakal pernyataan terhadap Sasaran Kinerja yang

akan dicapai oleh seorang pejabat struktural dengan memperhatikan

tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Kineda Utama

menampilkan informasi tentang "tujuan dan sasaran organisasi

tersebut dibentull, sehingga Kineda Utama adalah penjabaran dari

Trrjuan dal Sasaran organisasi berikut jabatan di dalamnya.

Indikator Kinerja Utana (IKU) adafah ukuran keberhasilan organisasi

dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil dari berbagai

program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Selain itu IKU juga didehnisikan sebagai ukuraa keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan

tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU

merupakan cara untuk mengukur seberapa jauh pencapaian tujuan

darr sasaran organisasi yang dinyatakan dalam bentuk yarg dapat

diukur secara kualitatif dan kuantitatif-

T\rjuan Penetapan IKU

Tujuan penetapan IKU di lingkungar instalsi pemerintah adalah:

1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dengan baik; dan

2) untuk memperoleh ukuran keberhasilal dari pencapaian suatu

tujuan dan aasaran strategis organisasi yang digunakan untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B-
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C. Nriteria IKU

Dalam penyusunan IKU, perlu diperhatikan beberapa kriteria yang

harus dipenuhi suatu indikator. Kriteria yang dimaksud adalalt

kriteria SMART, yaitu:

1) Specifc (spesifik).

Suatu indikator kinerja harus dapat memberikan informasi yang

spesilik mengenai hasil atau capaian kinedanya. Selain itu, suatu

indikator tidak boleh dwi makna/mempunyai makna ganda, yang

akhirnya menimbulkan misintepretasi bag yang

melaksanakannya. Fungsi indikator sebagai tolak ukur pencapaian

tujuan/sasaran mengharuskan katimat indikator dengan spesfik

menyebutkan kondisi yang akan dicapai lebih detail daripada

kalimat tujuan/ sasaran.

2l Meas'urable ldapat diukur).

Indikator yang measurable harus dapat diukur secaia obyektif.

Apabila ada dua pihak yang mencoba mengukur indikator

tersebut, maka simpulan akhimya seharusnya sama. Kondisi

terukur bisa digambarkan secara kuantitatif dan kualitatif dengan

memperhatikan jenis indikator serta tujuan/sasarannya. Untuk

indikator yang bersifat kualitatif, diusahakan merupakan suatu

indikator yang sudah diterima secara luas (well-accepted),

contohnya "Evaluasi BPK (WTP/wDP/Disclaimer)', "Nilai SKM

(Baik, Cukup, Buruk)' dan sebagainya. Sedangkal untuk indikator

yang bersifat kuantitatif, harus dipastikan kondisi yang ingin

dicapai sudah tepat dan rumus perhitungan yang mengindikasikan

kondisi tersebut tidak salah.

3l Achievoblel Attainable (dapat dicapai).

Indikator yang dipilih untuk menjadi ukuran kondisi

tujuan/ sasaran harusnya dapat dicapai. PencaPaian disini akan

dikaitkan dengan kemampuan keuangan, sumberdaya manusia,

sosial masyarakat dan kondisi lainnya yang dihadapi oleh PD dan

Pemerintah Dacrah. Selain itu, penetapan target indikator yang

bersangkutan pun harus diperhatikan dengan seksama agar tidak

terlalu berlebihan dan tidak terlalu mudah.

i i',
l--. lt .ti

1___.-
'-------- 1-0-

l/t" l



4'l Releuari lrelevaIf, dengan kinerja yang ingin diukur).

Indikator yang diiadikan sebagai ukuran tujuan/sasaran harus

relevan dan tfrkait langsung (sedekat mungkin) dengan

tujuan/sasaran yang diukur oleh indikator tersebut. Sebagai

ukuran pencapaian tujuan/sasaran maka indikator yang diambil

harus merupakan ukuran langsung dan berkaitan dengan kondisi

yartg diinginkan, serta tidak boleh bertentangan dengan

tujuan/ sasaran.

5l Time Bound/Ttmelg (memiliki batasan waktu pengukuran).

Suatu indikator yang baik adalah yang memiliki target walft] yang

jelas. Dengan memperhatikan sumber daya dan kondisi yang

dihadapi, penentuan target waktu harus disesuaikan kembali.

Kondisi tujuan merupakal kondisi jangka menengah, oleh karena

itu pencapaian tujuan harus menggunakan indikator yang dapat

dicapai dalam jangka waktu n 5-6 tahun. Sedangkan pencapaian

sasaran merupakan kondisi jangka pendek, sehingga indikator

yang digunakan merupakan indikator yang dapat dicapai dalam

jangka waktu i 1-2 tahun.

D. Penyelarasan IKU dalam rangka menjamin tercapainya kinerja secara

beienjang, maka indikator kin€rja utama perlu dilakukan

penjenjangan (cascading) mulai dari Kepala Daerah, Kepala PD sampai

pada pejabat strukturat. Penjenjangan dilakukan dengal membagi

kinerja utama dan indikator kinerja utama leve I atas menjadi

komponen atau kinerja yang bersifat lebih teknis dan berkontribusi

secara langsung pada pencapaian kinerja di atasnya. Penjenjangan

dapat dilakukan dengal beberapa pengaturan umum, yaitu:

1) IKU pada tingkat Kepala Daerah sekurang-kumngnya indikator

yang bersifat makro, berdampak secara luas, dan menunjukkan

hasil (outcome). IKU Kepata Daerah merupakan indikator dalam

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga harus dipilih

sedemikian rupa agar diprioritaskan penyeleoggaraannya'

2) IKU pada tirgkat Kepala PD memiliki b€berapa pengaturan

lanjutan:

a. bagi PD yang secara langsung bertaaggungiawab terhadap

Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang termuat di dalam

Dokumen Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

6 ,tt".



harus langsung mencantumkan indikator tersebut sebagai

salah satu IKU Kepala PD;

b. apabila terdapat indikator kinerja yang mengharuskan adanya

kerjasama antara beberapa PD, Bappeda/Bagian Organisasi

berhak menuqjuk dan mencantumkan sa.lah satu PD sebqg'i

koordinator pengumpulan data terkait indikator tersebut;

c. bagi PD yang tidak bertanggun$awab terhadap IKU Kepala

Daerah menetapkan IKU berdasarkan tugas pokok dan fungsi

(core Dussiness,) masing-masing PD; dan

d. indikator Kepala PD sekurang-kurangnya harus menunjukkan

hasil (outcome).

3) IKU pada Kepala PD dengan jabatan eselon lII, serta seluruh

pejabat strukhrral eselon III sekurang-kurangnya indikator yang

menunjukkan hasil (outcome) yang lebih teknis dibandingkan IKU

Kepala PD. IKU pada eselon III ini merupakan penjabaran indikator

Kepala PD;

4) IKU pada pejabat sauktural eselon Mapat merupakan indikator

yang bersifat keluaran (output), namun lebih diprioritaskaa agar

dapat menetapkan indikator yang bersifat hasil (outcome).

Penjenjangan Kinerja dilakukan dengan menerjemahkan Kinerja

Utama masing-masing pejabat strulftural dengan bantuar Pohon

Kinerja dan selanjutnya diptjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja yang

ditandatangani oleh pejabat yarg bersangkutan dengan atasan

langsungnya.

E. Pohon Kinerja

Pohon Kinerja merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk

melakukan penjenjangaa (cascading) kinerja dai level tertinggi sampai

pada level terendah. Pohon Kinerja digunakan dengan mempel,ajari

dan menganalisis tugas pokok dan fungsi pada masing-masing pejabat

struktural, kemudian diterjemahkan ke dalam Kinetja Utama dan

Indikator Kinerja Utama. Selar{utnya masing-masing Kinerja Utama

tersebut ditedemahkan/dipecah menjadi kinerja-kinerja yajlg lebih

teknis dan merupakan penyumbang kineda untuk kinerja di atasnya'

Proses ini dilaksarakar sampa.i kinerja terpecah habis menjadi kinerja

teknis/kinerja yang bersifat output. Pohon Kinerja harus disusur

[E{



terlebih dahulu sebelum menJrusun Perjanjian Kinefa dan Dokumen

IKU. Pohon Kine{a dinyatakan dengan Kinerja Utama dan diikuti
dengan Indikator Kinerja Utamanya.

F. Penyusunan Dokumen IKU

Kine{a Utama dan IKU yang telah disusun di dalam Pohon Kinerja

selanjutnya dituangkan dalam dokumen IKt . Dokumen IKU memuat

beberapa hal, yaitu:

1) Kinerja Utama dan IKU

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama yang

dicantumkan merupalan hasil dari penJrusunan Pohon Kinerja.

2) Penjelasan

Penjelasal Indikator Kinerja Utama memuat beberapa hal, yaitu:

m.br tldltrtor:
makna indikator memuat penjelasan mengenai indikator yang

dimaksud. Penjel,asan yang dimaksud antara lain definisi istilah,

penetapa-n kesepakatan umum mengenai indikator, data-data

indikator yang perlu diklarihkasi, serta penjelasan Lain yang

relevan dengan indikator.

aluaa pe mllltan lldllator:
alasan pemilihan indikator memuat penjelasan mengapa indikator

tersebut dipilih dalam menggambarkan keberhasilan kinerja utama

dan kenapa bukan indikator lain. Selain itu dljel,askan pula

mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan indikator tersebut

me njadi pilihan.

cara pcrhltulgu hdltrtor:
cara perhitungan indikator memuat rumus, cara pengumpulan,

atau cara mencari data dalam menghitung indikator tersebut.

Penjelasan diberikarr kepada masing-masing indikator kineda

utama, brrkan untul( menjelaskar kinerja utama- oleh karena itu,

malma indikator, alasarr pemilihan indikator dan cara perhitungan

indikator al<al sama persis jumlal.nya dengan jumlah indikator

kinerja utama.

dr.



(1) Fenangung Jawab

Penangung jawab bcrisi organisasi/PD atau pcjabat yang

bertanggungiawab dalam mencapai indikator teracbut. Selain ihr

bisa juga aigmatan unh.rk menyatakan PD atau pejabat yang

mengmrdinasikan data pencapeian indilator

apabile data indikator yang dipilih bersumber dari banyat pibak.

(2) Sumber Data

beriei sumber-sumber data dal8m penghitungan pencapaian

indikator-

G. PengeEahan Dokumen Indikator Kinerja Ut€uma

Terkait dengan pengesalEn dokumen Indikator Kinerja Utama

tcrdapet bebcrapa p€ngaturan yaitu:

U Dokumen IKU Kcpala Daerah disahkan dengan lGputusan BuPati

dalp"n ranqka menjaga konsistensi serta komituen terhadap

indikator kinerja yang teleh disusun. IKu dijadikan Iampiran delern

Icputusan Bupati terscbut. IKU yang dijadikqn LaePiran di delarn

IGputusan Bupati terscbut yaitu IKU Tujusn Kepala Daerah, IKU

Sasaran Kcpala Daerah, dan tKu ecluruh PD.

2) Dokumen IKL, PD disusun Masarkan jabatan, dimul,ai dari Kepala

PD, seluruh jabatan csselon III, dan seluruh jabatan 6r€lon IV.

Dokumen tersebut ditandatsngani oleh scluruh pejabat Btnrkural
pada lembar IKU masing-masing.

PAR.{F ,lctrc1ry451
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T.AMPIRAN II PERATURAN

NOMOR i

TENTANG :

BUPATI MUSI RAWAS

30 renun zozo

A.

PENERAPAN SlSTEM

AKUNTAE}ILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN PEMERIIIITAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

PETUI|'N'X IEIIIIIA PETIGUXI'RAIT XIITER.'A PD

Pengertian

Pengukuran Kinerja adalah kegiatal manajemen dalam membandingkan

tingkat kineda yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetaFkan. Pengukuran

kinerja merupakan cara untuk mengukur sejauh mana pencapaian

kinerja suatu organisasi telah dilaksaaakal, dengan membandingkan

capaian IKU dengan standar, rencana atau target yang ditentukan atau
membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja
yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, yaitu
setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dhangkum dalam laporan tahunan.

Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

1. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) Kineda
yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja
dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;

2. membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
berjalan dengan rea-lisasi tahun sebelumnya dan beberapa ta]run

ke belakang;

3. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun
be{alan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang

direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis PD;

4. membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional yang

termuat di dalam Rencana Pembangunan Jarrgka Menengah

Nasional fiika ada); dan

B.

PARAF KOORDJ)iASI



5. membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja PD

sejenis di tingkat regional

C. Dokumen Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinefa dilakukan denga-n menyusun Laporan Kinerja yang

terbagi atas 2 (dua)jenis, yaitu:

1. taporan Kinerja Triu:lan, yaitu Laporan Kine{a yang disampaikan

setiap 3 (tiga) bulan sekali paling Lambat tanggal 10 pada awal

bular berikutnya, yaitu pada triwulan I, triwulan Il, triwulan III,

dan triwulan IV, dan disertai frle/soft copy laporan;

Laporan Kinerja Triwulan berisikan perbandingan kinefa
sebagaimana disebutkan di atas dan diberikan penjelasan tentang

informasi mengenai perkembangan pencapaian indikator kine{a
yang ada.

2. l.€.poraIr Kine{a Tahunan yang disebut Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Laporan Kinerja yang disusun

pada akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat awal

bulan Februari tahun selanjutnya;

Laporan Kinerja berisikan perbandingan kineda sebagaimana

disebutlan di atas, berikut penjelasan yang memadai, analisis

mengenai keberhasilan/kegagalan pencapaian kine{a berikut

alternatif solusi yang telah dilakukan dan yang akan diterapkan.

Selain itu harus dlietaskan juga secara detail analisis dan laporan

pelaksanaan prcBrm, kegiatan dan p'enggunaan anggaran dalam

pencapaian kinef a dimal<sud.

D. Pelaporan Dokumen Pengukuran Kinerja

Dokumen taporalt Kinerja, baik triwulan maupun tahunan dilaporkan

kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Orgarisasi, Bappeda dan

Inspektorat Daerah Kabupaten Muai Rawas.

Contoh Tabel Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan terdapat pada altak

t ampiran III/ I-3
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A.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 3D TAHUN 2o2o

TENTANG : PENERAPAN SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

PETI'ITI'UK 
"EKIIIS 

PEITRORAIT XIIIER,JA PD

Pengertian

Pelaporan Kineda adalah kegiatan manajemen dalam melaporkan

Laporan Kinerja instansi/orgarrisasi. Sedangkan l^apnran Kinerja adalah

ikhtisar yang menjetaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencala kerja yang ditetapkan dalarn

rangka pelaksanaarr Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu laporan Kinerja juga dinyatakan sebagai bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaa-n tugas dan fungsi yang dipercayalan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaar anggaran. Hal terpenting yang

diperlukal dalam penyrsunan Laporan kinerja adalah p€ngukuan
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

T\rjuan Pelaporan Kinerja

1. memberikan informasi kineia yang terukur kepada pemberi mandat

atas kineda yang telah dan seharusnya dicapai; dan

2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagr instansi

pemerintah r:ntuk meningka lkan kinedarya.

Sistematika PenJrusunan Laporan Kinerja.

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh s€tiap tingkatan orgar sasi

yang menyusun perjarjian kineda dan menyajikan informasi tentang:

B.

c.
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BAB I

BAB II

BAB III

PENDAI{ULUAN

Pada bab ini disejikan penjelasan umum organisaei,

dengan pcnckanan kepada aspck strategis organiaasi

serta perEasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi

PERENCANAAN KNER.JA

Pada beb ini diurailen ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan

AKUI\MABILTTAS KINER.'A

A. Capaian Kinerja Organiaasi

Pada sub bab ini dimjikan capaian kinerja
organieasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organhasi seauai dengan hasil
pengukuran kinerja organisssi. Untuk setiap
pernyatsan kinerja sasaran strategis teraebut

dilakukan analisis capaian kinerja scbagai

berikul

A.1 Membandingkan antara target dan realisasi

kinerja tahun ini

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

bcberapa tahrm terakhir

A.3 Membandingkan rcalisasi kinerja sampai dcngan

tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumcn per€ncanaan atratcgig

organieasi

A.4 Meabandingkan rcalisasi kinerja tahun ini
dengan standar nasional (iika ada).

A'5 Anslkis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
pcningkatan/pcnurunan kinerja serta

a.ltemative solusi yang teliah dilakukan.

A.6 Analisis atas efrsiensi lrcnggunaan sumber daya

I

l
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BAB IV

A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang

kebcrhasilan ataupun @agal,an pencapaian

pemyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran
yarg digunskan dan yang telah digunakan untuk
merrujudkan kinerja organisasi scsuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang
yang a*an dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya

D. Fenyampeian Laporan Kincrja

Kepala PD menyusun laporan kinerja tahunan berdasa*an perjanjian

kinerja yang disepakati dan menyanpaikannl'a kepada Bt PATI, paling

lambat 2 (dua) bulan eetrlah tahun ar8garan berakhir. BUPATI

menyusun laporan kinerja tahunan berdarurkan pcrjanjian kinerja yang

ditandatsngani dan menyampa.ikannya kcpada Mentdi Ferencanaan

Pembangunan Naaional/IGpala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, dan Mcntcri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

tahun anggaran beraktrir.

PAXAr (OORDIN.{SI
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Lq.MPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 30 tasUX ZOZO

TENTANG : PENERAPAN SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

B.

PEfl'ITJUK TEXI$A
PEIIYUSUTAIT PER.'AITTAIT KITTER^'A PD

Pengertian

Perjanjian Kinerja adalal lembar/dokumen yang berisikaa penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai yang

dengan indikator kine{a. Melalui perjarjian kineda, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

darr wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati

tidak dibatasi pada kine{a yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penlrusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatlan integritas, akuntabilitas, transparansi,

dan kinerja Aparatur

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar waluasi kine{a
aparatur

3. Sebagai dasar penitaian keberhasilan/kegagalan pencapaiar tujuan

dan sasarar organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan

PAP-Af liOL,Rl]tx.tSl



dan sanksi

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk meLakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja
penerima amanah; dan

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai,

C. Penlrusrman perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyrrsun pe{anjian kinerja
a. Bupati menlrusun Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah

Kabupaten ditandatangani Bupati.

b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) menlrusun Perjanjian

Kinerja ditingkat PD yang ditandatangani oleh pimpinan PD dan

Bupa.ti

c. Pejabat Eselon III/ry menJrusun Perjanjian Kineda ditingkat PD

yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon III/Man Atasan

t angsung

2. Walrtu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instarsi pemerintah

telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu

btrlan setelah dokumen anggaral disahkan.

D. Format Perjanjian Kinerja

Secata umum format Perjanjian Kine{a (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian,

yaitu Pemyataan Perjanjian Kine{a dan Lampiran Perjanjiaa Kinerja.

Selain itu harus juga Diperhatikan muatan yang disajikan dalam

perjanjian kinetja tersebut.

1. Pernyataan Pe{anjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada

suatu tahun tertentu.

b. Tanda tangan pihak yang be{anji/pada pihak yang bersepa-kat.

2 l^ampiEn Peianjian Kinerja.

Lampiran Pef anjian Kinerja merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam dokumen pedanjian kinerja. Informasi yang

4.

5.
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disajikan dalem r ^rnpiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan

tingkatnya.

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Ferjanjian Kinerja dapat dir€visi atau disesuaikan dalam hd terjadi

kondisi scbagai berikut:

I. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2 Pcrubahan dalam strategi yang mempcngaruhi pe tujuan dan

sasaran (perubahan program, k€giatan dan alokasi anggaran);

3 krubahan Prioritas atau asumsi yang berakibat sccara signif&an

dgl."n proses pencafraian tujuan dan sasaran.



Xrtoa
rr.b.tr.E

KOP rrrnAs/BADrrr/IrTsTArsI/I{tECAUAtAn

PER.'AI|.'IAIT I{II{ER.'A TAIII'II ffi
rfA A Drr{ra/BADAn/ufatAral/xtEcA ATAII

Da.lam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

: ( Nama Kepala Dinas/Badan/Instansi/Camat)
: Kcpala (Nama Dinas/ Badan/ tnstansi/ Keca:nateJr)

Selanjutnya disebut PIIIAI( PERrAIA
![ea. : ( Narna Bupati Musi Rawas )Jebrtaa : Bupati Musi Rawas

Selaku atasan lalgsung pihak pertama, setranjutnya disebut PIIIAL
I(EDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kineda yang
seharusnya sesuai lampiran pefanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilaa dan keeagalan pencapaian target
kineda tersebut menjadi tangung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA al(an mel,akukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan eva.luasi terhadap capaian kinerja dad perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Muara Beliti, Januari )OQO(

PIHAK PERTAMA,

Nama Bupati Nama Kepala PD
Pangkat

NIP.

PAP,'.f t-, ''rI l 'i ,,'3i
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LAIPIRAT PInt,AruIAIl BITEAT'A TAEUT 
'ffiI(AIA DIIAS/BADAT/II8f,ArSr/ECAXAIAI

EofrrD AD!3rru

Rp.
Rp.

1.
2.

Bupati Musi Rawas,
lrDrEEFtl

K.brartll

Muara Beliti, Januari )OOO( Kepala
Dinas/Bsdan/ Instsnsi/ Kecamatan

f.Dr X.f.h PD
Pangkat

MP-

tro. Aararal
Billcrh UtrEt

Ildllrtor
BID.dr Ut !. Tqglt

t1l (21 (3) 4
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PERJTruIATT I TER.'A TAIIUI 
'ffiI|AUA JABATAT EAEI,()IT IU

xAuA Dnas/BAIr,a /rx8f,Arar/KDcAxr\rAn

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini

IfqEr
Jrbrtar

: (Nama Pejabat Eselon IU)
: ( Nama Jabatan Eselon III)

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAX XEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jaagka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perrenc{uraan- Keberhasilan dsn keqagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan s€rta akan
mel,akukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini darl
mengambil tindakan yang diperlulaa dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Muara Beliti, Januari X)O(X

PIHAK PERTAMA,

Selanjutnya disebut sebagai PEIAX PERTA.UA
Ilaan
Jrb.t l

ra. Bcpoh PD
Pangkat

NIP.

: ( Nama Kepala Dinas/Badan/Instansi/Kecamatan)
: Kepala ( Nama Dinas/Badan/Instansi/Kecamatan)

Itraa Fejabrt EsGlon III
NIP. _.._............._.....



I4IPINA' PIN'AI.IIAI, rlINI'A TTEI'' r
I]AIA JABATAT I3!&Otr [I

IAxA Dlf,AryEArrAr/[Ef,rril/Ecrxrt/rr

P!o3]rE A[!!r, !
Rp.
Rp.

t.
2.

IGpala
Dinas/ Badan/tnstansi/IGcamatan

l.0. f.fnlr PD
Pangkat

MP.

E t rr[arr

Musra Beliti, Janusri )OOO(

Narna Jabatan Egclon III

L[rUL.t!..lorltr
MP. .......................

lo. Arralrrl
Itli.d.

Ildll.bt
fh.dr tulrt

I al 3) 14t

PARAI trOORDIIIASI
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KOP DII{IS/BAr,Ar/IrSIAIISr/XDCAUATAT

PER.'AITJIAII IIIIf ER.'A TAHI"OOO(
ITA A JABATAI| ESELOIT TV

ITA A DIMTA/BADAT/ITAT,AITSI/IGCA ATAII

Dalam rangka mewujudkan manajemen prmerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, karD'i yang bertanda
tangan di bawah ini:

lhroa : ( Nama Pejabat Eselon IV )
.rrb:t [ : ( Nama Jabatan Eselon IV )

Selanjutnya disebut sebagai PTHAX PERII.IA
I[aDr
.rebrtu

: ( Nama Pejabat Eselon III sebagai atasan largsung )
: ( Nama Jabatan Eselon III sebagai atasan langsung

)
SeLaku atasan langsung pihak pertama, setanjutnya disebut PIHAX trEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangkF
menengah seperti yang telah ditetapkar dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinelja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan meLakukan superrrisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini darr
mengaobil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian pen8hargaan
dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Muara Beliti, Januari )OO(X

PIHAK PERTAMA,

ItrEs Fcjrbrt E clotr nI
(Atasajt Langsung)

Pangkat
MP.

I{eEa Pcjrbat E clon IV
NrP. .......................

i p,riit, t.rrLl l,,
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IAIEIRAIi PEN.'AiJIAT IUIER.'A TAEI'T ,IEOI
TIXAJABATAT ESEL(X nI

IAIA UIAA/BAr, !/ITEAAmUT(,AXATAT

fcdrtu Altl.rar
Rp.
Rp.

1.
2.

Nana Jabatan Esclon III
(Atasan Lan$ung Eselon IV)

IIrD. PGJrt t E .b! m
(Atasan Ianggund

Panekat
MP. ............................

f3t rufr!

Muara Bcliti,Ja$uari )OOO( Nasa

Jabatan Eselon IV

IliE FcJ.brt E G!o! W
MP. .......................

tro. aaaaru
Elacrir

hdltrltot
xrrGd. Tr4.t

1) l2l (3) (4)

PARAF KOORDIii,"
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KOP DITAS/BT'AI| /IrATAIIAI/I(ECATATAIT

PER.rAII rlAlt XIIYER.T TAIIU ffi
t{A A .'ABA?AJT STAT (STAUAI SK CAPEG ATAU PAITGI(AT TERATGIIRI

I{Af,A DIXAS/BAI'AIT/II|SIAIISI/BD'CA ATAX

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transpa.ran dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang b€rtanda
tangan di bawah ini:

IIra.
Jrbatm

: ( Nama Staf )
: ( Nama Jabatan Staf )

Selanjutnya disebut sebagai PIHAX PEETAIA
If.Dr
Jabrtrrr

Xsrrr PGJabrt E Glon IV
(Atasan langsung) Pangkat

NIP. ........................

: (Nama Pejabat Eselon IV sebagai atasan Langsung )
: (Nama Jabatan Eselon [V sebagai atasan langsung]

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAI( I|EDUA

Pihak pertama berjarji akan mewujudkan target kinetja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineda jangka
menengah s€perti yang telah ditetapkan dalam dokumen lrcrencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertsma.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

PIHAK lltDuirb
Muara Beliti, Januari )OOO(

PIHAI' PER[A[A"

Ilrm. Strf Yb!
NIP.



I.AII!RAtr PER.'AItr'IA' EIIER.'A TAEI,I ITE
rAxa JABAIAII SSAr FE$rAr 8B AllEO ATAL PATOTA! IlnAml

T,IIA DI'AA/BADAI1/Ir8TAT$/BECAIA'IAT

Crtrtu : Kinerja Staf di ambil dari SKP Staf

Nama Jabatan Esclon W
(Ataisn Irnsguna Stsf Ybsl

f.rr E XLt h.!oo fv
(Atasar t ngEungl Pangkat

MP. ............................

Muara B€Uti, Janusri )OOO(

Nama Jabatarr Staf

fl0r Strftt+
NTP.

BI,PAfiIUCTNAYAA,

ETIIDRA OI'f,AVAf,

fo. &ar,ltl
llh.trh

bdbtor
Blb.dr "rr!rt

(11 t2l (3) 4


